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ABSTRAK

Sepert j, kita ketahui bahr.ra l{egara kita Indonesia ini
arla.Tah nega.rE. yang sedang giat-giatnya membangun atau

neEiara yang sedang berkemban6i menu_iu tahaF Repelita

tinggal landas. 01eh sebab itu masalah perjanj ian

penborongari ada.lah merupakan sebagian aspek kehidupan

nanr:sia, karena dengan adanya pelaksanaan dari Ferjanj ian

penboronEian ini banyak sekali marnf aatnya seFerti untuk

menciptakan lapangan kerja dan nenEluranEli pengangguran (

daIa.m arli senpil ), sedangkan dalam a.rti luas mamfaatnya

dirasakan oleh rna.syarakat luas. Jadi berguna bagi banglsa

dan negara.

Jika kita membicarakan masalah perjanj ian pemborongan

ini kit-a- juga harus nenEihubungkannya dengan ketentuan-

hei-entuan ya.ng berlaku dalam perjanj ian pada umunnya

seperti : unsur-unsur dan syarat-syarat syahnya suatu

perjanjian l,anEl Lerdapat dalam Kitab ljndang-Undang Hukum
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Perdata' ( Bll ), dan ketenluan-ketentuan khusus tentang

perjanj ian penboronglan tersebut seperti :

- yang nengatur perj ani ian pemborongan dari seEli

juridis seperti Keppres No' 29 tahun 1984'

- sedangkan peraturan dari segi teknisnya' masih

berpedoman kepada Algenene Vooorwaarden voor de

uitvoerlng bij Aannening van openbare Werken ( A'V

), yang disyahkan denElan Surat Keputusan

Pemerintahan Belanda tanggsl 2n Hei 1S41 dan

tambahan Lenbaran Negara No' 14571, nengikat para

pihak dalam Perj ani ian ini'

DenElan clemikian berarti bahwa para pihak terikat

denElan ketentuan yanEl ternuat dalan AV tersebut'
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latat Belakang Hasalah.

Adalah pent-ing sekali untuk menElurlgkapkan tentang

perjanjlan penborongan dalam rangka perfuasan pelabuhan

hhususnl,a di Teluk Bavur. Tidak saja p'entinE ba-Ei para

F.lhak yang mengacl alian pet j a.nj ian tersebut mela.i.nkan juga

Fenting rlihetahui oleh rrasyarakat 1uas, karena perjanjian

p etrtbot anEan yan1 d i I aks an altan untuk menEie rj akan

pembanEiunan phisih, dinana keElunaannya untuk masyarakaf-

dengan perkaf,aan lain bukan untuk para pihak saja, bshkan

se.^ra 1r:as adalah untr:k kepentinElan bangsa dan ne{ara

baik sekarang maupun dimasa yangi akan datang.

Disamping itu pelalisanaan perjanj ian pemborongan itt-t

adalah nerupakan sarana rtnf-ul-i nenampunEl lenaga kerja- atau

r:ni-uk rnenElDranEli F\enEanEguran, iadi sekaliElus untuk

nenunjan€i p:t:o1ra.m pemerintah Indonesia, yang pada akhirnya

alian nenglar a.h V,epada. tu juan Nasional yakn i :

1. men ingkatkan liese-iahteraan unum

2. menr:erd askan kehidupan bangsa.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahtla Ferjanjian

pemboron[an it-u adalah nerupakan Undang-lJndang bagi para

pihal.i yarr| yartg nengikatkan dlril) dalam tral ini adalah

Loan Agreement clengan instansi penberi kerja ( Perunpel )'

11, eril':!1i t r:rt.-s'-;C:lj:r, PrjJ li.il !1.?.
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BAB V

HASIL DAN PEHBAHASAN

A. Tiniauan Umum Tentanp Pelabuhan Teluk Bavu:.

Daera.h Teluk Bayur ternasuk dalam wilayah

Kolamadya Padang, terleLak pada daerah bagian SelaLan

Kotanadya Padang, yaitu Kecamatan padang Sela.tan antara

0".05 Lintang Selatan dan 0o.06 Bujur Tinur, dengan

luas wilayahnya 2A,3 ha serta jumlah penduduk

berdasarkan sensus tahun 1990 berjumlah 5gT1 jiwa.
Pelabuhan Teluk Bayur dibangun pertarna kali oleh

Pemerintahan Hindia Belanda untuk menlanEikut hasil bumi

daerah Sunatera Tengah, kenudian sejak kemerdekaan

ditingkatkan peranannya bukan saja untuk pengangkutan

hasil bumi akan tet-api juga untuk pengangkutan barang

masukan dari daerah lain naupun untuk alat angkutan
penumpang.

Batas batas daerah Teluk Bayur sebelah

dengan kecamatan Padang Barat dan padang Timur,

selatan dengan teluk I'libung, Sel.relah timur
Kecama.tan P adanp, Timur dan sebelah baraL denglan

Tndonesia.

utara

sebelah

denElan

Sanudra

Teluk Bayur sebagai Pelabuhan terbesar di propinsi
Sunatera Barat nerupakan sarana yang paling vital bagi
perhubungan khusr:snya perhubungan laut. Dari pelabuhan

inilah s;ebagia.n besar hasil buni propinsl Sumatera
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BAB VI

PENUTUP

Kesinpulan -

1 . Kalau kita Perha-tikan isi kontrak perj anj ian

pemborongan tersebut naka yang dikenakan sanksi

hanya pihak penerima ( petaksana ) pekerjaan saja'

dinana pihak pelaksana peherjaan '/ pemboronEl

dikenaka.rr denrla 1 r.t,/oo ( satu permil ) untuk setiaF

hari kel-erlambatan dari seluruh harga borongan '

sedangkan kalau diserahkan lebih cepat tidak ada

se|i keuntunSlan y8.nC dinyatakan dalam kontrak

pe rj anj ian '

Padahal clalan prahteknya, kalau kita Ferhatikan

secara seksama, sebaha€ian besar disebabkan oleh

Ferbuaian,/tindakan oknum-oknun instansi pemberi

ker.ia, misalnya saja, dalarn pengurusan termijn (

uang ) walaupun semua syarat sudah d ipenuhi '

beberapa oknum tertentu sebaS!ai penimpin proyek

tidah mau nenanda tangani berita acara yanEl L'erEluna

untuk rneminta termijn ta.npa diberi uan€l pelicin'

sehin€Ela pembayaran atau terrnijn sela1u terlanbat '

oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penElurusan

ternijn, kalau tidak denElan uanEl pelicin akan

nenakan iralttu yang lama, yanEl secara langsung akan

1-'----/-- \
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nenperlamfrat penyele-";a.ian pekerjaan ( penyera hannya ) .

2. Seper:t-i yang diuraikan diatas, bahwa kalau terjadi

ken ai kan harga bahan b angun an,/ upah y anE

mendatangiran kerugian bagi pihak pemborong adalah

nerupa-kan tanElgungannya, kecuali ada keputusan resmi

o Ieh Pemerintah.

Dalam sistim seperti ini jelas bahr.ra pihak pelaksana

peherjaan akan dirugikan, karena tidak sela1u

naiknya harga bahan b angun an,,,u pah, disebabkan oleh

devaluasi ( pemotongan nilai mata. uang resni oleh

Pernerint-ah ). Ada kalanya dengan kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBH) dan kenai.kan paja.k pada

sektor i-ertentu, sedang penanda tanHanan kontrak

dilaksanahan sebelum harga bahan bangunan naik dan

dilaksanakan dengan harga yang sudah naik, dengan

ini sudah jelas pihak pelaksana pelierjaa.n dirugikan.

3. Derniliian juga halnya apabila terjadi "Force Mayure"

yand mengakibai-kan pihak penerina pekerj aan,/pembo-

rDnEi menderita keruElian, dimana dalam hal ini pihak

p'emborong hanya dapat nengajukan pertinbangan kepada

penberi kerja untuk nendapat ganti kerugian yang

belurn pasti akan diterima oleh pihak pemberi kerja

seperti yanEl kita ketahui keadaan ini akan nemberi

peluang kepada pihak pemberi kerja untuk mendapatkan

sebahagian dari ganti kerugian yang akan diterima
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